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Lampiran 1.  Hasil Wawancara 

 

A. Wawancara terhadp ASN DPRD Provinsi Sulawesi Barat terkait partisipasi masyarakat 

dalam penyusunan APBD 

 

 Bagaimana partisipasi dalam penyusunan APBD 

Masyarakat Menghadiri kegiatan Reses, menghadiri kegiatan kunjungan 

kerja sosialisasi perda, menghadiri kegiatan Hearing/Dialog 

Anggota DPRD 

Unsur Pemerintahan Mengimput hasil reses (pokok-pokok pikiran DPRD) 

DPRD Penyerahan pokok-pokok pikiran DPRD kepada TAPD, 

Membahas pokok-pokok pikiran DPRD ditingkat fraksi atau 

banggar 

Tim TAPD Sinkronisasi pokok-pokok pikiran DPRD kepada program 

kegiatan OPD terkait 

Konsultan Akademisi Saran dan masukan terhadap DPRD dan Pemerintah 

 

 
        Sumber: ASN DPRD Provinsi Sulawesi Barat 

 

B. Wawancara terhadap Anggota Dewan (Atta Kainang, SH) 

Pertanyaan 1: Bagaimana pendapat anda tentang partisipasi masyarakat dalam proses pengajuan 

aspirasi? 

Tanggapan: Proses penyusunan APBD pada DPRD Sulawesi Barat telah dilaksanakan dengan 

memperhatikan aspirasi masyarakat dengan melakukan reses hingga tiga kali dalam setahun.  

Pertanyaan 2: Bagaimana tindak lanjut dari hasil aspirasi masyarakat? 

Tanggapan: Hasil aspirasi masyarakat dari kegiatan reses sebanyak 5.035 program kegiatan yang 

bersumber dari 45 anggota dewan yang melakukan kunjungan kerja ke enam kabupaten. Kegiatan 

reses rutin dilaksanakan tiga kali setahun dengan tujuan mengoptimalkan program penjaringan aspirasi 

atau serap aspirasi masyarakat. 

C. Wawancara dengan Kepala Desa Lembang-Lembang (Muhammad Afdal Nur) 

Pertanyaan: Kendala apa yang ditemui saat proses penjaringan aspirasi masyarakat di tingkat desa? 

 

 

 

Tanggapan:  Kendala masyarakat masih kurang literasinya di bidang administrasi terkait proposal. 

Hal yang wajib sebenarnya untuk menangkap aspirasi masyarakat namun masyarakat kurang 
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memahami mekanisme dalam pengajuan saran untuk pokok-pokok pikiran DPRD 

D. Wawancara dengan Tokoh Pemuda (Fajrin) 

Pertanyaan: Bagaimana partisipasi yang ditunjukkan oleh para pemuda dalam serangkaian proses 

edukasi kepada masyarakat tentang pengajuan proposal kegiatan ataupun asprasi yang hendak 

diajukan pada reses? 

Tanggapan: Keikutsertaan pemuda dalam proses edukasi kepada masyarakat belum maksimal karena 

khawatir akan muncul narasi pemuda menunggangi kepentingan tertentu atas aspirasi masyarakat. 

Meskipun diundang pada saat reses kebanyakan teman-teman tidak hadir dan lebih memilih fokus ke 

pekerjaan masing-masing. 

E. Wawancara dengan Tokoh masyarakat (Samad Gurliyono) 

Pertanyaan: Bagaimana menurut anda upaya yang dapat dilakukan untuk mengoptimalkan kegiatan 

pengajuan aspirasi masyarakat 

Tanggapan: Demi tercapainya optimalisasi penyaluran aspirasi masyarakat, para pemuda hendaknya 

lebih aktif pada kegiatan rapat desa ataupun pada saat reses namun hingga sat ini kebanyakan tokoh 

pemuda yang diundang tidak hadir. Kalaupun hadir, masih pasif dan belum menunjukkan partisipasi 

yang maksimal. Kebanyakan yang hadir yakni para orang tua dan tokoh agama dalam kegiatan 

musyawarah pada tingkat desa maupun kegiatan reses. 
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Lampiran 2. Dokumentasi Kegiatan Wawancara 
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Lampiran 2. Struktur Organisasi 

 
 

 

 

 

 

 

 

  


